
WALI KOTA BAUBAU 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR: 72 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 21 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA 

DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Menimbang : 

Mengingat : 1. 

DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang, disebutkan Wali Kota selaku Kepala 

Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang 

pelaksanaan APBD dan untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan dapat dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu disusun 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau 

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 

21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4120); 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 266); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

23. 

24, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomeor 761); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 2}; 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 

Nomor 7); 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Baubau (Berita 

Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 29); 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Baubau Tahun Anggaran 2021; 

Peraturan Wali Kota Baubau nomor 50 Tahun 2020 tentang 

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota 

Baubau Tahun 2020 Nomor 51);



Menetapkan 

25. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 51 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2021 (Berita Daerah Kota 

Baubau Tahun 2020 Nomor 52); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 51 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 

2021 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 21 

TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kelurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kota Baubau Tahun 

2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

33. Pokmas adalah Kelompok Masyarakat yang melaksanakan 

kegiatan swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang sudah siap melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, Kelompok masyarakat 

dibentuk melalui musyawarah warga yang difasilitasi oleh pihak 

Kelurahan dan direkomendasikan oleh Lurah, selanjutnya di 

terbitkan dengan SK Camat; 

2. Ketentuan dalam Lampiran 1.5.1 angka 7 huruf a poin 13 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1.5.1 Persiapan Pelaksanaan



7. Kelompok masyarakat melakukan persiapan penyusunan 

dokumen kegiatan swakelola pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan yang telah tertuang dalam DPA OPD 

oleh masyarakat terdiri dari: 

a. dokumen Rencana Kerja Masyarakat, terdiri dari: 

13) Surat Keputusan yang ditetapkan Camat tentang 

penetapan kelompok masyarakat; 

Pasal I 

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal 2 - Agustus - 2021 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal ¢ -4dustus- 2021 
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